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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan peran Lembaga Ombudsman 

Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) terhadap pengawasan pelaksanaan PPDB TA. 2020/2021 di 

masa pandemi COVID-19 serta tindak lanjut aduannya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini adalah Lembaga Ombudsman DIY. Pengumpulan 

data menggunakan metode Interview (Wawancara), observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data 

menggunakan model Miles dan Huberman yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Lembaga Ombudsman DIY sudah 

berjalan sebagai lembaga pengawasan yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, beberapa 

peranan LOD seperti mendirikan posko pengaduan pada sektor pendidikan dan memberikan 

rekomendasi. Rekomendasi yang diterbitkan LO DIY tidak memiliki kekuatan mengikat 

secara hukum (legally binding) namun mempunyai kekuatan mengikat secara moral (morally 

binding). 
 
Kata kunci: Pengawasan, Lembaga Ombudsman DIY, Penerimaan siswa, pandemi Covid-19 

 

Abstract 
 
This study aims to explain and describe the role of the Yogyakarta Special Region Ombudsman 

Institution (LO DIY) in monitoring the implementation of PPDB FY. 2020/2021 during the COVID-19 

pandemic and the follow-up of complaints. This research is a descriptive study with a qualitative 

approach. The subject of this research is the DIY Ombudsman Institution. Data collection uses 

Interview, observation and documentation methods. The data analysis technique uses the Miles and 

Huberman model, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing/verification. The 

results showed that the role of the DIY Ombudsman Institution has been running as a supervisory 

institution that is directly responsible to the Governor, some of the LOD's roles such as establishing a 

complaint post in the education sector and providing recommendations. Recommendations do not 

have legally binding power but have morally binding power. 

 
Keywords: Supervision, DIY Ombudsman Institution, Student admission, Covid-19 pandemic 
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PENDAHULUAN 

Kasus pneumonia misterius pertama 

kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei, 

China pada bulan Desember tahun 2019. 

Sumber penularan kasus ini masih belum 

diketahui pasti, tetapi kasus pertama 

dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan. 

Tanggal 18 Desember 2019 hingga 29 

Desember 2019, terdapat lima pasien yang 

dirawat dengan acute respiratory distress 

syndrome (ARDS). Sejak 31 Desember 

2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini 

meningkat pesat, ditandai dengan 

dilaporkannya sebanyak 44 kasus. Tidak 

sampai satu bulan, penyakit ini telah 

menyebar di berbagai provinsi lainnya di 

China, Thailand, Jepang, dan Korea 

Selatan. Hingga pada 12 Maret 2020, World 

Health Organization (WHO) 

mengumumkan COVID-19 sebagai 

pandemi. 

Masa pandemi COVID-19 ini 

merupakan musibah yang memilukan bagi 

seluruh penduduk bumi. Seluruh segmen 

kehidupan manusia terganggu, tanpa 

terkecuali pendidikan. Di Indonesia, pada 

awal masa pandemi dilakukan penutupan 

sementara lembaga dan instansi pendidikan 

guna mencegah penularan COVID-19 

dengan mengurangi kontak secara 

langsung. Timbul sejumlah persoalan baru 

diantaranya terkait dengan pembelajaran 

daring yang dirasakan banyak keluarga di 

Indonesia, selain itu, Proses Penerimaan 

Peserta Didik Baru (PPDB) tahun Ajaran 

2020/2021 yang berlangsung sejak bulan 

Juni hingga bulan Juli mengalami beberapa 

kendala. Meskipun PPDB sejak beberapa 

tahun lalu sudah dilakukan secara daring 

namun setiap tahunnya masih ditemui 

banyaknya permasalahan yang terjadi. 

Dilansir dari Tribun Jogja (22/06/2020). 

Sebagian orang tua siswa mengeluhkan 

beberapa permasalahan, semisal tidak bisa 

mengakses website, data siswa tidak sesuai 

dengan KK dan akta kelahiran, serta nilai 

UN SD yang tidak muncul. 

Dengan munculnya sejumlah 

permasalahan tersebut berimplikasi pada 

melemahnya kepercayaan masyarakat 

terhadap kinerja pemerintah dan dinas 

terkait sebagai pelaksana pelayanan publik 

dalam hal ini pada Penerimaan Peserta 

Didik Baru (PPDB). Terlebih Daerah 

Istimewa Yogyakarta yang memiliki 

predikat sebagai Kota Pelajar seharusnya 

bisa menjadi barometer pendidikan di 

Tanah Air dan menjadi contoh daerah-

daerah lainnya dalam mengelola persoalan 

Pendidikan. 

Penyelenggaraan pemerintahan yang 

baik (Good Governance) serta pelayanan 

publik yang ideal merupakan dambaan 

setiap warga negara. Maka dari itu di 

Indonesia dibentuklah suatu lembaga 

negara yang mempunyai kewenangan 

mengawasi penyelenggaraan pelayanan 

publik, di Daerah Istimewa Yogyakarta 
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sendiri dibentuklah Lembaga Ombudsman 

DIY. 

Istilah Ombudsman berasal dari 

Swedia yang arti harfiahnya adalah agen 

atau perwakilan, dan makna konteksnya 

adalah seorang public officer yang 

mempunyai tugas untuk menanggani 

laporan masyarakat terhadap tindakan 

pemerintah (Masthuri, 2005:76). 

Ombudsman bukanlah pelaksana kekuasaan 

karena itu wewenang yang dimilikinya 

hanyalah mencakup aspek-aspek 

pengawasan agar tidak terjadi 

penyimpangan atau penyelewengan (Sujata 

& Surahman: 2002). 

Lembaga Ombudsman DIY (LO 

DIY) didirikan oleh Pemerintah Daerah 

Provinsi DIY melalui Surat Keputusan 

Gubernur No. 134 Tahun 2004 Tentang 

Pembentukan Organisasi Ombudsman 

Daerah di Provinsi DIY. Dalam surat 

keputusan tersebut ombudsman daerah 

didefinisikan sebagai lembaga yang bersifat 

mandiri dan diadakan untuk melakukan 

pengawasan terhadap penyelenggaran tugas 

Pemerintah Daerah, Lembaga Penegak 

Hukum, dan Lembaga-Lembaga Negara 

lainnya dalam memberikan pelayanan 

masyarakat. Dasar pembentukan LOD DIY 

pada tahun 2008 menjadi Peraturan 

Gubernur No. 21 tahun 2008 mengenai 

Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman 

Daerah di Provinsi DIY. 

Dalam aturan tersebut, ada perubahan 

definisi ombudsman daerah menjadi 

lembaga yang bersifat mandiri yang 

dibentuk dalam rangka mendorong dan 

mewujudkan penyelenggaraan pemerintah 

daerah yang bebas dan bersih dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme, penyalahgunaan 

kekuasaan atau jabatan dan perbuatan 

sewenang wenang dari pemerintah daerah 

serta untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan umum dan perlindungan hukum 

kepada masyarakat di daerah. 

Perubahan signifikan dari pemaknaan 

Ombudsman yang diatur melalui SK 134 

Tahun 2004 menjadi Peraturan Gubernur 

No. 21 Tahun 2008 adalah bahwa 

Ombudsman didirikan tidak hanya sekedar 

sebagai lembaga pengawas 

penyelenggaraan pemerintah daerah tapi 

memiliki peran strategis dalam upaya 

mendorong dan mewujudkan pemerintahan 

yang baik serta kualitas pelayanan umum 

dan perlindungan kepada masyarakat. 

Pembentukan Lembaga Ombudsman 

DIY (LO DIY) mendapatkan dukungan dari 

Masyarakat. Dukungan masyarakat dapat 

dilihat dari semakin meningkatnya laporan 

masyarakat, sejak LO DIY berkiprah pada 

tanggal 8 Juni 2008, LO DIY telah 

menerima lebih dari 900 pengaduan yang 

ditindaklanjuti LO DIY sampai hari ini, 

disamping laporan yang bersifat konsultasi 

yang bisa mencapai 400 konsultasi. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan adalah 

Penelitian kualitatif (Bogdan, 2012). 

menjelaskan bahwa penelitian kualitatif 

adalah salah satu prosedur yang 

menghasilkan data deskriptif berupa ucapan 

atau tulisan dan sikap orang-orang yang 

diamati. 

Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini bersifat 

Deskriptif. Peneliti berusaha 

menggambarkan atau menganalisis situasi-

situasi atau kejadian pada suatu masalah 

dan memperoleh informasi secara lengkap 

tentang masalah yang hendak diteliti 

dengan menggunakan Langkah langkah 

yang tepat. dan tidak terbatas pada proses 

penyimpulan data saja, tetapi meliputi 

analisis, interpretasi dan kesimpulan dari 

data yang diperoleh. 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan 

Januari sampai dengan bulan Maret 2021 

yang bertempat di Lembaga Ombudsman 

Daerah Istimewa Yogyakarta yang 

beralamat di Jl. Tentara Zeni Pelajar No.1-

A, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Sumber Data Penelitian 

Sumber data yang peneliti gunakan 

dalam penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder. Sumber data primer atau utama 

yaitu kata-kata atau tindakan orang-orang 

yang diamati (Moelong, 2018:57). Sumber 

data primer diperoleh dari studi lapangan 

yaitu suatu cara memperoleh data yang 

bersifat primer dengan cara terjun langsung 

ke objek yang akan diteliti untuk 

memperoleh data yang diperlukan dengan 

mengadakan wawancara dan observasi, 

dalam penelitian ini yang menjadi sumber 

primer adalah anggota Lembaga 

Ombudsman DIY sebagai Informan dalam 

mencari data-data yang diperlukan, 

kemudian juga Masyarakat DIY yang 

bersinggungan langsung dengan proses 

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 

sebagai Responden dalam menambahkan 

informasi-informasi yang peneliti butuhkan. 

Intrumen Penelitian dan Teknik 

Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif ini, 

peneliti harus memiliki kemampuan 

menetapkan fokus penelitian, menentukan 

subjek penelitian sebagai data, 

mengumpulkan data, mereduksi, 

menganalisis dan menyajikan hasil 

penelitiannya, namun dengan tetap 

menggunakan instrumen yang berfungsi 

mempermudah dalam proses penelitian 

serta alat bantu lain seperti alat rekam, buku 

dan alat tulis. Instrumen yang digunakan 

adalah pedoman wawancara. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Metode Interview (Wawancara) 
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Metode interview/wawancara menurut 

Usman dan Purnomo Setiady Akbar 

(2003:57) adalah “tanya jawab lisan 

antara dua orang atau lebih secara 

langsung kepada pihak-pihak yang 

berhubungan dengan penelitian yang 

dilakukan dan selanjutnya akan disebut 

sebagai informan. Dalam proses 

memperoleh penjelasan untuk 

mengumpulkan informasi penulis 

menggunakan wawancara terarah (guided 

interview) dimana peneliti menanyakan 

kepada subjek yang akan diteliti berupa 

pertanyaam-pertanyaan yang 

menggunakan pedoman yang disiapkan 

sebelumnya. Dalam hal ini peneliti 

melakukan wawancara dengan Wakil 

Ketua Lembaga Ombudsman DIY 

Bidang Penelitian, Pengembangan dan 

Hubungan Kelembagaan, Yusticia Eka 

Noor Ida, S.T. 

2. Observasi 

Observasi adalah pengamatan yang 

dilakukan secara sengaja, sistematis 

mengenai fenomena sosial dengan gejala-

gejala psikis untuk kemudian dilakukan 

penelitian (Soemitro 1985:62). Dalam 

penelitian ini menggunakan metode 

observasi langsung yaitu dengan datang 

ke Lembaga Ombudsman Daerah 

Istimewa Yogyakarta dan mengamati 

secara langsung proses pengaduan yang 

masuk.  

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal-hal variable yang berupa 

benda-benda tertulis seperti buku-buku, 

majalah, dokumen, peraturan peraturan, 

notulen rapat, catatan harian dan 

sebagainya (Arikunto, 1997). Dalam hal 

ini peneliti mengambil data dari 

Rekapitulasi Kuesioner PPDB Tahun 

Ajaran 2020/2021 Lembaga Ombudsman 

Daerah Istimewa Yogyakarta serta 

dokumen-dokumen baik dokumen 

tertulis, gambar maupun elektronik. 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian 

ini menggunakan model Miles dan 

Huberman dalam Sugiyono (2014: 246-

253). Berikut adalah Aktivitas dalam 

analisis data model Miles dan Huberman, 

yaitu: 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh dari lapangan 

jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin 

lama peneliti ke lapangan, maka jumlah 

data akan semakin banyak, kompleks dan 

rumit. Untuk itu perlulah dilakukannya 

Reduksi data. Reduksi diartikan sebagai 

proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan 

transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi 

data berlangsung terus-menerus selama 

proyek yang berorientasi penelitian 

kualitatif berlangsung. 
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2. Data Display (Penyajian Data) 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian 

data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart, dan sejenisnya. Yang paling 

sering digunakan untuk menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif adalah dengan 

teks yang bersifat naratif. Dalam hal ini 

peneliti akan menyajikan data dalam bentuk 

teks, untuk memperjelas hasil penelitian 

maka dapat dibantu dengan mencantumkan 

tabel atau gambar. 

3. Conclusion Drawing/Verification 

(Penarikan kesimpulan/Verifikasi) 

Penelitian Kualitatif masih bersifat 

sementara dan akan berkembang setelah 

penelitian berada di lapangan. Kesimpulan 

dalam penelitian kualitatif adalah 

merupakan temuan baru yang sebelumnya 

belum pernah ada. temuan dapat berupa 

deskripsi atau gambaran suatu obyek yang 

sebelumnya masih remang-remang atau 

gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, 

dapat berupa hubungan kausal atau 

interaktif, hipotesis atau teori. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Lembaga Ombudsman Daerah 

Istimewa Yogyakarta (LO DIY) pada 

Triwulan Ketiga Tahun 2020 masih dijalani 

dalam masa Pandemi COVID-19. Pada 

masa ini LO DIY sempat membuka layanan 

pengaduan langsung selama satu bulan, 

namun meningkatnya angka persebaran 

COVID-19 dan perpanjangan masa tanggap 

darurat COVID-19 membuat seluruh 

pelayanan publik di Daerah Istimewa 

Yogyakarta kembali dijalani dengan 

prosedur pencegahan penyebaran COVID-

19. Seluruh mekanisme konsultasi dan 

pengaduan serta penanganan kasus 

dilakukan melalui sistem daring untuk 

membatasi tatap muka. 

Selanjutnya LO DIY masih tetap 

melaksanakan protokol kesehatan 

pencegahan COVID-19 dengan utuh 

sampai dengan triwulan ke 4. Kasus yang 

masuk ke LO DIY memang cenderung 

mengalami penurunan jika dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya, untuk lebih 

jelasnya seperti pada tabel berikut: 

Tabel 1. Jumlah Konsultasi/Aduan yang 

masuk 2019-2020 

No. Jenis 2019 2020 Jumlah 

1. Informasi/konsultasi 241 246 487 

2. Laporan pengaduan 218 99 317 

Jumlah total 459 345 804 

 

Namun hal ini tidak menyurutkan 

kinerja LO DIY. Situasi pandemi COVID-

19 ini justru digunakan LO DIY untuk 

memberikan rekomendasi pada pelaksanaan 

pelayanan publik di berbagai sektor yang 

juga dalam tahapan adaptasi terhadap 

pandemi COVID-19 agar tetap efektif tanpa 

mengesampingkan protokol kesehatan. LO 

DIY mendapatkan apresiasi yang baik dari 
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penyedia layanan publik maupun dari 

masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan 

selama tahun 2020 telah dihasilkan hasil 

akhir yaitu 125 (seratus dua puluh lima) 

rekomendasi dan 40 (empat puluh) LPK 

(Laporan Penyelesaian Kasus) seperti 

tampak pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2. Jumlah Rekomendasi/LPK yang 

dihasilkan tahun 2020 

No. 

Jenis hasil 

akhir 
  Triwulan  Jumlah 

  I II III IV 

1. Rekomendasi  29 47 48 1 125 

2. LPK  2 9 5 24 40 

Jumlah total  31 56 53 25 165 

 

Jumlah Rekomendasi/LPK yang 

dihasilkan tahun 2020 Mengalami 

peningkatan jika dibandingkan dengan 

tahun 2019 yang menghasilkan hasil akhir 

sebanyak 75 (Tujuh puluh lima) 

rekomendasi dan 31 (tiga puluh satu) LPK 

(Laporan Penyelesaian Kasus) seperti 

tampak pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.  Jumlah Rekomendasi/LPK yang 

dihasilkan tahun 2019 
         

No. Hasil akhir  TW  TW TW TW Jumlah 

   I  II III IV  

1. Rekomendasi  8  5 19 43 75 

2. LPK  7  7 9 8 31 

Jumlah Total  15  12 28 51 106 

 

Hal tersebut membuktikan bahwa LO 

DIY tetap konsisten dan terus berupaya 

meningkatkan kinerja dalam melakukan 

pelayan kepada masyarakat. Pada tahun 

2020 sendiri, LO DIY semakin mendapat 

kepercayaan publik dilihat dari banyaknya 

penyelesaian pengaduan ataupun pelaporan 

terkait dengan permasalahan yang 

masyarakat alami. 

Posko pengaduan pada sektor 

pendidikan  

Sebagai lembaga pengawasan setiap 

tahunnya, Lembaga Ombudsman DIY 

membuka Posko Pengaduan pada Sektor 

Pendidikan. Tahun ini sendiri, Lembaga 

Ombudsman DIY membuka Posko 

Pengaduan penyesuaian Kenormalan Baru 

untuk sektor pendidikan Tahun Ajaran 

2020/2021. Posko dibuka pada 23 Juni - 30 

September 2020. 

Posko ini menampung segala 

keluhan, kritikan, masukan, aspirasi dan 

pertanyaan diantaranya terkait PPBD, 

SBMPTN dengan sistem UTBK, 

penyesuaian kenormalan baru 

penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada 

semua level mulai dari jenjang PAUD 

sampai dengan Perguruan Tinggi. 

Pembuatan posko pengaduan ini sudah 

dilakukan sejak tahun 2018. 

Alur laporan atau pengaduan daring 

Pada 16 Maret 2020, Lembaga 

Ombudsman DIY secara resmi 

mengeluarkan pemberitahuan penting 

No.23/EKS/III/2020 perihal Protokol 
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Pelayanan Publik LO DIY Tahap I yang 

menghimbau untuk menggunakan metode 

alternatif sebagai berikut: 

a. Telp. Ke (0274) 554989 dan/atau 

telp./SMS/WhatsApp ke 

081227790008 (Sdri. Anggita Sekar 

Laranti dan Sdr. Winto Kurniawan) 

atau e-mail ke 

ombudsman.jogja@gmail.com; 

b. Laporan tertulis berupa surat dapat 

dikirimkan ke alamat kantor LO DIY 

melalui Pos/kurir dengan alamat Jl. 

Tentara Genie (Zeni) Pelajar 1-A Pingit 

Kidul, Bumijo, Yogyakarta; 

c. Menyampaikan konsultasi dan laporan 

pengaduan dengan merekam dalam 

bentuk rekaman suara dan/atau visual 

kemudian mengirimkan ke nomor 

WhatsApp 081227790008 

Bentuk tindak lanjut laporan atau 

pengaduan 

Tindak lanjut atas Laporan 

Pengaduan di Lembaga Ombudsman DIY 

(LO DIY) disesuaikan dengan prosedur 

operasional standar yang ada, dilakukan 

melalui beberapa tahapan. Pada tahap awal, 

laporan pengaduan dari pelapor dibahas 

bersama dalam forum rapat kasus yang 

dihadiri komisioner dan asisten LO DIY. 

Langkah selanjutnya yakni melakukan 

pencermatan lebih lanjut terhadap substansi 

laporan pengaduan dan regulasi yang 

berhubungan dengan kasus tersebut. 

Sejalan dengan prinsip kerja LO DIY 

yang independen dan imparsial maka alur 

selanjutnya adalah dilakukan klarifikasi 

dan/atau koordinasi terhadap pihak-pihak 

terkait yang dilaporkan. Hal ini penting 

dilakukan untuk memperoleh informasi 

yang lengkap dan berimbang dari semua 

pihak. Klarifikasi perlu juga dilakukan 

terhadap pihak-pihak yang terkait supaya 

diperoleh informasi yang lengkap dan 

komprehensif sebagai bahan untuk 

merumuskan hasil akhir. Dalam beberapa 

kasus, proses investigasi juga diperlukan 

untuk memperoleh informasi yang lebih 

akurat, yang akan mendukung ketepatan 

dalam perumusan hasil akhir. Untuk kasus-

kasus tertentu yang memang diperlukan 

adanya mediasi, maka LO DIY dapat 

memfasilitasi dengan memposisikan diri 

sebagai mediator. Untuk kasus-kasus 

tertentu, LO DIY dapat melakukan gelar 

kasus, yaitu forum khusus yang 

dilaksanakan untuk membahas sebuah 

kasus yang memerlukan perhatian khusus 

sehingga diperlukan pembahasan yang 

melibatkan para ahli, pembuat kebijakan, 

dan semua pihak yang terkait. 

Hasil Akhir tindak lanjut laporan 

pengaduan yang masuk ke LO DIY berupa 

Rekomendasi atau Laporan Penyelesaian 

Kasus. Secara umum, rekomendasi 

diterbitkan untuk kasus yang ditemukan 

adanya maladministrasi atau pelanggaran 

etika usaha, sedangkan Laporan 

mailto:ombudsman.jogja@gmail.com
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Penyelesaian Kasus untuk selain itu. 

Laporan Penyelesaian Kasus merupakan 

produk akhir yang dibuat untuk melaporkan 

kasus yang dapat diselesaikan sebelum 

tahap mediasi atau kasus yang setelah 

ditelaah lebih lanjut lebih efektif apabila 

diselesaikan dengan merujuk ke lembaga 

lain. 

Produk hasil akhir LO DIY yang lain 

adalah rekomendasi. Rekomendasi 

bertujuan untuk mendorong terwujudnya 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

dan bersih serta penyelenggaraan usaha 

swasta yang beretika dan berkelanjutan. 

Rekomendasi dikeluarkan setelah dilakukan 

upaya-upaya klarifikasi, investigasi, 

mediasi, telaah kebijakan, pendapat ahli, 

dan penilaian atas laporan yang diterima 

LO DIY. Rekomendasi yang diterbitkan 

oleh LO DIY (seperti rekomendasi secara 

umum) tidak memiliki kekuatan mengikat 

secara hukum (legally binding) namun 

mempunyai kekuatan mengikat secara 

moral (morally binding). 

 

SIMPULAN DAN SARAN  

Simpulan 

Berdasarkan data dan pembahasan 

yang telah peneliti paparkan pada bab 

sebelumnya, dapat diambil suatu 

kesimpulan bahwa Peran Lembaga 

Ombudsman DIY dalam pengawasan 

penyelenggaran PPDB tahun ajaran 

2020/2021 di Daerah Istimewa Yogyakarta 

yaitu dengan menerima pengaduan, 

menyelidiki, membuat rekomendasi, dan 

menerbitkan laporan. Prosedur yang 

dilakukan LOD untuk menindaklanjuti 

aduan yang masuk ialah dengan membuat 

forum pembahasan dan pencermatan, 

klarifikasi, investigasi, dan mediasi. Setelah 

proses tindak lanjut telah selesai, maka 

penanggungjawab dan pengampu akan 

menyusun produk-produk akhir yang terdiri 

dari rekomendasi (jika ditemukan maal 

administrasi atau pelanggaran etika bisnis) 

atau LPK (jika tidak ditemukan adanya 

maal administrasi atau pelanggaran etika 

bisnis). 

Saran 

Sebagai lembaga pengawasan yang 

“terpercaya mengawasi tanpa tendensi” 

Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa 

Yogyakarta, maka peneliti memiliki 

beberapa saran diantaranya: 

1. Lembaga Ombudsman DIY perlu 

melakukan pendekatan dan sosialisasi 

yang lebih masif mengenai tugas, 

fungsi, dan wewenangnya agar publik 

tidak mengalami kesulitan dalam 

melakukan pengaduan khususnya 

terkait dengan permasalahan PPDB TA 

2020/2021 di Masa Pandemi COVID-

19. 

2. Terkait dengan responden yang 

mengalami beberapa kendala dalam 

PPDB 2020/2021 perlu dilakukan 
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follow-up dalam mengatasi 

permasalahannya, bahkan sebelum 

ditutupnya posko PPDB. 

3. Dilihat dari banyaknya pengaduan yang 

masuk terkait dengan permasalahan 

PPDB TA 2020/2021 di Masa Pandemi 

COVID-19, maka perlu 

dipertimbangkan LO DIY untuk 

menambahkan SDM di setiap bidang 

maupun staf dalam lembaganya. 

Rekomendasi 

Pertama, Perlunya penambahan dan 

perluasan tugas wewenang Ombudsman 

yang meliputi gabungan tugas dan 

kewenangan di berbagai lembaga negara 

yang sudah ada, saat ini tugas pokok dan 

fungsinya masih terbatas pada 

melaksanakan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan negara dan pemerintahan 

sehingga outputnya berupa rekomendasi 

ataupun LPK. Kedua, Dalam hal 

permasalahan pelaksanaan Penerimaan 

Peserta Didik Baru (PPDB) yang tiap tahun 

selalu terulang, diharapkan pemerintah 

daerah mengkaji lebih dalam terkait dengan 

kebijakan ataupun peraturan pelaksanaan 

yang berasal dari Pemerintah Pusat dan 

dapat mengimplementasikannya sesuai 

dengan kebutuhan di daerah. 

Terakhir prospek kedepannya 

Ombudsman Daerah sangat dibutuhkan 

dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah, untuk itu diharapkan daerah-daerah 

lain di Indonesia dapat mencontoh dan 

membentuk Lembaga Ombudsman Daerah 

seperti Lembaga Ombudsman DIY, 

mengingat selama ini lembaga pengawasan 

struktural yang ada seperti Bawasda, 

Inspektorat Jenderal hanya mengurusi atau 

mengawasi institusi internal sendiri. 

Ombudsman Daerah yang sifatnya 

independen dalam struktural maupun 

fungsional akan lebih objektif, adil dan 

tidak berpihak dalam melakukan 

pengawasan terhadap institusi yang ada di 

daerah. 
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